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PUTUSAN
Nomor:23/Pdt.G/2024/PA.Lt
e\ e\ ;
PO ) S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lahat, 30 Agustus 1994,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di JL. A. Yani, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Pagar
Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan;

Penggugat;
Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahirLahat, 31 Januari 1993,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat
tinggal di JL. Swadaya, Gang Sepakat, RT. 006 RW. 002 No.
064, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Herawan, S.H, M.H. advokat/penasehat hukum
pada pada Kantor Hukum Herawan, S.H., M.H. & Rekan yang
beralamat di Jalan Seruni V No 9 RT 19 Rw 06, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024;

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor
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23/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 31 Agustus 2019 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx,tanggal 19 Desember
2023;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun 5 bulan, setelah menikah
Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Palembang selama 3 bulan kemudian tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisabh;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXKKXXXXXXKX  XRRKKKXXXXXK  XXRKKRKXKXXX  XXXXKRKKKKXX  XXXXXKRXKKXKXX
XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , yang sekarang anak tersebut
berada dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis selama3 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan
November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun
dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan antara lain:
a. Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan
dengan Penggugat sebagai seorang istri;
b. Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat
memberikan arahan kepada Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 19
Januari 2023 disebabkan oleh karena Tergugat masih lebih memperdulikan
keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri
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dan ketika Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat, Tergugat
marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi
meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah selama 1 tahun selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang
Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat
dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh
karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan
sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa Penggugat yang sebagai istri Anggota Polri telah
memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resor
Lahat sebagaimana Surat 1zin Cerai Nomor :XXXXXXXXXXXX, tanggal 18
Desember 2023;

13. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama
XXXXXXRXXXKKKKKEXRXKKKKKKXK  XXXHKHXXXXXXXK XXXXXXXXXKKK  XXXXKKXKXKKXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  masih dibawah umur dan masih memerlukan

perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka
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Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada
Penggugat ;
14. Bahwa apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat
ditetapkan kepada Penggugat maka mohon agar Terggat dihukum untuk
memberikan biaya pemeliharan anak melalui Penggugat yang setiap bulan
sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat
(XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat

bernama:  XXXXXXXXXXXXKXKXKXKKXXXXX — XHXKXXXKXKXXX  XHXKXXXXXXXKXK
XXXXXXXXKXXK XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , umur 3 tahun 6 bulan kepada
Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4, Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan
anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;
Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan
mediator Indah Wulandari, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 16
Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
pada tanggal 31 Agustus 2019 di Lahat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor: 0686/113/VU/2019, tanggal 19 Desember 2023;
2. Bahwa benar sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan
tergugat telah berjalan selama 4 Tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan
Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua tergugat di
Palembang selama 3 bulan, kemudian Tergugat pindah berdinas di Polres Lahat
maka penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua tergugat
dikelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahar xxxxxxxxx xxxxx Sumatera Selatan
sampai dengan berpisah;
3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak yang bemama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , NIK: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXK XXXXKXXXXKXXX XXXXXKXXXKXX XXXXXXXXXXKX XXXXXXXXXXXX sampai
dengan sekarang, anak tersebut diasuh secara bersama-sama yaitu dalam waktu satu
bulan, dua minggu dalam asuhan penggugat dan dua minggu dalam asuhan tergugat.
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis selama 3 bulan pernikahan, dan benar sejak awal bulan November 2019
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan:

a. Tergugat lebih memperdulikan kelurga Tergugat dibandingkan dengan

Penggugat sebagai seorang isteri;

b. Tergugat marah-rnarah kepada Penggugat ketika Penggugat memberikan

arahan kepada Tergugat.
Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat pada angka 5 point a dan b pada gugatan
penggugat hanyalah dalil memutar balik fakta, seolah-olah tergugatlah yang harus

dipersalahkan yang rnenjadi pemicu keributan antara penggugat dan Tergugat,
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namun fakta yang sebenamya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran
antara penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
a. Bahwa pada awal pemikahan Tergugat dan Penggugat tinggal hidup bersama
sebagai suami isteri di rumah milik orang tua tergugat di Palembang,
dikarenakan pada saat itu Tergugat masih berdinas di POLDA SumSel, yang
rnana saat itu Penggugat sering datang ke ternpat Tergugat berdinas hanya
sekedar untuk berkunjung saja, atas kejadian itu berujung Tergugat di panggil
dan diberi peringatan dari atasan agar penggugat tidak keseringan datang
ketempat Tergugat bekerja kalau tidak ada keperluan yang penting.
b. Bahwa saat Tergugat dan Penggugat tinggal hidup bersama di Palembang.
Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat selama satu minggu tanpa
berpamitan dengan Tergugat dan tanpa alasan yang jelas.
c. Bahwa Penggugat banyak memiliki hutang kepada ibu-ibu Bhayangkari di
Polres Lahat tanpa memberitahukan dan bermusyawarah kepada tergugat selaku
suami apabila ingin berhutang.
d. Bahwa keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menjadi
mernuncak terjadi pada Bulan Desember 2021, yang mana pokok permasalahan
pertengkaran tersebut Penggugat telah melakukan pencurian Perhiasan emas
berupa gelang seberat 23,55 Gram milik ibu kandung Tergugat, dan pada saat itu
Penggugat tidak mengakui perbuatannya dan sanggup bersumpah diatas
Alqur'an bahwa Penggugat tidak melakukan pencurian emas tersebut.
e. Bahwa Penggugat sering meminjam uang melalui pinjaman aplikasi online
tanpa persetujuan Tergugat sebagai suami.
f. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat Dengan Tergugat,
Penggugat sering Pergi dari kediaman rumah tanpa berpamitan dengan Tergugat
sebagai suami.
6. Bahwa benar perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 19 Januari
2023, dan tidak benar kalau keributan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa
tergugat masih memperdulikan keluarga Tergugat daripada Penggugat seoagai
seorang isteri.
Bahwa fakta sebenarnya dari keributan pada tanggal 19 Januari 2023 sehiogga

menjadi rnemuncak clan menjadi tajam, disebabkan bahwa Penggugat benar-benar
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telah terbukti telah melakukan pencurian benda berupa emas berbentuk gelang
seberat 23,55 Gram milik ibu Tergugat, dan terbukti emas tersebut telah digadaikan
oleh Penggugat di Pegadaian Cabang Lahat pada tanggal 28 Desember 2021
berdasarkan surat bukti gadai atas nama XXxXXXXXXXXXX .

7. Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat,
Tergugat tetap bertempat tinggai di rumah orang tua tergugat sedangkan Penggugat
pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan pagar Agung kabupaten Lahat
sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
selarna 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak pemah
berhubungan layaknya-suami isteri lagi;

9. Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

10.  Bahwa tidak benar kalau selama ini Penggugat yang telah bersabar dalam
menjalani keadaan ini, akan tetapi Tergugatlah yang sangat bersabar menghadapi
segala tingkah laku Penggugat dengan harapan Penggugat dapat merubah sikap
sebagai isteri yang baik terhadap Tergugat dan anak Tergugat.

11.  Bahwa benar Penggugat sebagai isteri Anggota Polri telah memperoleh surat
izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Lahat sebagaimana
Surat 1zin Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXKXXXXK XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Tanggal 18 Desember 2023.

12. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang
hemama XXXXKXXXKXXKXX XXKXXXKXXXKXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXKX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang pengasuhannya jatuh ketangan
Penggugat, disebabkan anak tersebut lebih nyaman dan lebih tenang kalau
kesehariannya tinggal bersama Tergugat, terbukti apabila anak tersebut
dipulangkan/dihantar kepada Penggugat anak tersebut menangis secara terus
menerus seolah telah mengalami trauma psikis yang berlebihan, padahal tujuan
Tergugat agar anak tersebut juga rnendapatkan kasih sayang dari penggugat, bukti
Video akan saya buktikan pada saat pembuktian nanti.

Bahwa Tergugat rnenghawatirkan apabila anak tersebut jatuh ketangan Penggugat,
anak tersebut akan mengalami kekurangan kebutuhan nutrisi perkernbangan anak,
yang mana selama ini Penggugat telah lalai didalam menurusi anak Penggugat dan

Tergugat.
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13. Bahwa Tergugat keberatan untuk rnemberikan biaya pemeliharaan anak
melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu),
oleh karena Tergugat khwatir uang nafkah tersebut tidak akan dinikmati seutuhnya
oleh anak Tergugat bemama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXxXX , lebih baik Tergugat
akan rnenyiapkan sendiri semua kebutuhan anak tersebut, apabila disaat anak
Tersebut bersama Penggugat, dan Tergugat mempersilahkan semua kebutuhan
Nutrisi yang Tergugat siapkan untuk dibawa ke rumah Penggugat.

DALAM REKOVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersarna ini Penggugat Rekovensi

mengajukan gugatan baiik guna menyelesaikan Perkara Hak asuh anak (hadhona) dalam

perkara ini:

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekovensi ini ada!ah sebagai

berikut:
1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan
kembali untuk rekovensi;
2. Bahwa Penggugat Rekovensi keberatan apabila anak bemama
XXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXX ~ XXXXXXXXXXXX ~ XXXXXXXXXXXX ~ XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX jatuh pengasuhannya ke tangan Tergugat Rekovensi,
disebabkan anak tersebut lebih nyaman dan lebih ceria disaat bersama dengan
Penggugat Rekovensi, terbukti selama satu tahun Penggugat Rekovensi dan Tergugat
Rekovensi berpisah, anak bernama XXxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXKX XXXXXXXXXKXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXxxxxX  diasuh dalam
sebulannya dua minggu bersama Penggugat Rekovensi dan dua minggu bersarna
Tergugat Rekovensi, bahwa apabila anak tersebut mau dihantarkan kepada Tergugat
Rekovensi anak tersebut menangis secara histeris ketakutan karena tidak mau tinggal
bersama Tergugat Rekovensi, seperti anak tersebut terbebankan secara psikis apabila
sedang berada pada Tergugat Rekovensi, bukti video anak bernarna
XXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXX ~ XXXXXXKXXXKX ~ XXXXXXXXXXXX ~ XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXxxX sedang menangis akan Penggugat Rekovensi
buktikan disaat pembuktian nanti.
3. Bahwa apabila hak pengasuhan anak bernama XXxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX jatuh
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ketangan Penggugat Rekovensi, Penggugat Rekovensi tidak akan rnembatasi apabila
Tergugat Rekovensi ingin bertemu dengan anak bernama
XXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXX ~ XXXXXXXXXXKX ~ XXXXXXXXXXXX ~ XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX .
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekovensi mohon kepada
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat merneriksa dan mengabulkan dengan

amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (XxXXXXXXXXXXX)

Putus karena perceraian.

3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat sesuai ketentuan berlaku.
DALAM REKOVENS1

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk

seluruhnya.

2. Menyatakan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Bin

Friza XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX jatuh pengasuhannya kepada Penggugat Rekovensi.

3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusab
yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh

Tergugat dalam jawabannya kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya

oleh Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin untuk dapat melanjutkan

dan membina rumah tangga dengan baik.

2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

melangsungkan pernikahan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx. Tertanggal 19 Desember 2023 di

terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten

Lahat, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.
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3. Bahwa benar dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama
XOKXKXXHXXKIKKXKXIXIXKXXK XHXXXXXXXKXK XHXXXXXXXXXK XHXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXK XXXXXXXXXXXX bin  Friza  XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXKX XXXXXXRXKKKKK XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX " umur £ 3 tahun 7
bulan lahir di Lahat tanggal 05 Juni 2020.
4, Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat pada jawaban Tergugat
pada poin 5 (lima) pada huruf a, b, d, e, dan f adalah tidak benar adanya jika
Penggugat hanyalah mendalilkan memutar balikkan fakta seolah — olah
Penggugat hanya mengada — ngada dan terkesan sebagai karangan semata
dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
a) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (a)
yang disampaikan oleh Tergugat yang mana Tergugat menjelaskan
Penggugat sering mengunjungi Tergugat ke kantor tempat Tergugat
bekerja sehingga Tergugat di panggil dan diberi peringatan dari atasannya
adalah tidak benar, justru Tergugat sendiri yang telah melakukan
pelanggaran sehingga Tergugat kena sidang kode etik, bahwa Penggugat
(Istri) hanya datang untuk menemui Tergugat untuk mendampingi
Tergugat dalam proses sidang kode etik. Tergugat telah melaksanakan
sidang Disiplin Kode Etik sebanyak 3 (tiga) kali dan dari hasil keputusan
sidang kode etik tersebut tergugat belum melaksanakan hasil putusan
sidang disiplin ke 3 (tiga) berupa penempatan pada tempat khusus
selama 21 (dua puluh satu) hari, dan dari keputusan hasil sidang kode
etik Tergugat di mutasikan untuk berobat dari Polda Sumatera Selatan ke
Polres Lahat; (P1/Bukti Surat)
b) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (b)
Penggugat tidak benar pernah pergi meninggalkan Tergugat selama satu
minggu tanpa berpamitan, yang benar Penggugat selalu meminta izin
setiap akan pergi dan keluar rumah selalu izin terlebih dahulu kepada
Tergugat.
¢) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (c)
yang benar adalah setiap kali Penggugat akan berhutang Penggugat

selalu memberitahukan dan bermusyawarah kepada Tergugat selaku

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan Penggugat jelaskan bahwa hutang itu untuk kebutuhan sehari
— hari dan Sebagian digunakan untuk bangunan rumah milik Penggugat
dan Tergugat.
d) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (d)
apa yang dituduhkan oleh Tergugat telah mencuri perhiasan berupa
gelang seberat 23,55 gram milik ibu kandung (orang tua) Tergugat, adalah
tidak benar dan hanyalah alasan semata untuk mengkambing hitamkan
Penggugat.
e) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (e)
apa yang didalilkan oleh Tergugat, Penggugat sering meminjam uang
melalui Aplikasi Online adalah tidak benar yang benar adalah hanya satu
kali meminjam antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah ada
kesepakatan untuk meminjam dan uang hasil pinjaman tersebut
diperlukan untuk kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat.
f) Bahwa dalil jawaban yang di sampaikan pada poin 5 (lima) huruf (f)
apa yang didalilkan oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering pergi dari kediaman rumah
tanpa berpamitan dengan Tergugat sebagai suami adalah tidak benar,
yang benar setiap Penggugat akan pergi dan keluar rumah selalu pamit
dan meminta izin kepada Tergugat sebagai istri yang taat pada Tergugat
(suami Penggugat).
5. Bahwa dalil jawaban yang disampikan oleh Tergugat poin 6 ( enam )
yang mana Tergugat menjelaskan Penggugat melakukan pencurian benda
berupa emas berbentuk gelang seberat 23,55 gram milik ibu Tergugat itu
adalah tidak benar,memang benar Penggugat ada menggadaikan emas dan
emas tersebut adalah milik sendiri Penggugat yang diperoleh atau di dapat
dari Pernikahan sebagai mas kawin dan Penggugat juga mempunyai emas
milik sendiri yag sudah ada sebelum menikah dengan tergugat.
6. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 10 (sepuluh) adalah tidak benar,
yang benar justru Penggugatlah yang cukup bersabar dari mengandung
hingga melahirkan sampai dengan berpisah pada tanggal 19 Januari 2023,
Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
(P2/ Bukti video akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian nanti);
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7. Bahwa terhadap dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat poin
12 (dua belas) adalah tidak benar. Tergugat membuat cerita bohong dan
hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya, justru ketika anak tersebut
di jemput oleh orangtua Tergugat anak tersebut menangis karena tidak mau
di jemput oleh orang tua Tergugat (kakek ). dan yang mengurus dan
mengasuh anak tersebut sudah jelas bukan Tergugat justru di urus oleh
orangtua Tergugat (kakek dan neneknya) dan Tergugat mendalilkan jawaban
mengkhawatirkan apabila anak tersebut jatuh ketangan Penggugat, anak
tersebut mengalami kekurangan kebutuhan nutrisi dan perkembangan anak
adalah tidak benar, suatu pendapat yang keliru dan Tergugat terlalu dini
membuat kesimpulan. (P3/ Bukti video akan saya buktikan pada saat
pembuktian nanti)

Sudah jelas bagi yang muslim di atur dalam “ Pasal 105 Kompilasi Hukum
Islam”, berbunyi :

“ Dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan biaya pemeliharaan di
tanggung oleh ayahnya

8. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 13 (tiga belas) yang disampaikan
oleh Tergugat adalah hal yang sangat keliru dan seolah — olah Tergugat tidak
paham dan tidak mengerti. Tergugat terlalu dini menyimpulkan apalagi
khawatir uang nafkah tersebut tidak akan di nikmati oleh anak tersebut ini
adalah pendapat sangat keliru. dan sudah sewajarnya Penggugat meminta
uang nafkah untuk kebutuhan anak dari Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). karena Tergugat memiliki
pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Anggota Polri.
Dan hal ini juga di atur dalam “ Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam “
yang berbunyi :

“ Semua Biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannnya, sekurang — kurangnya sampai anak tersebut
desawa dapat mengurus diri sendiri ( 21 )".

Perlu Penggugat jelaskan bila terjadinya perceraian jelas bahwa hak asuh
anak yang masih di bawah umur secara otomatis jatuh kepada ibu. Hak asuh
itu tidak akan terhapus meski ibu tidak memiliki penghasilan. Sebab, ayah
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tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meski hak asuh
berada di tangan ibunya.
DALAM REKONVENSI
1. Bahwa dalil — dalil dalam pokok perkara mohon diberlakukan sama
dengan dalil — dalil dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada poin 2
( dua ) dalam Rekonvensi seolah — olah tidak paham dan tidak mengerti
bahwa Hak Asuh Anak dalam hukum islam, aturan Hak Asuh Anak yang
perceraian orang tuanya di putus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal
105 KHI yang menyatakan:
Dalam hal terjadi perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaanya.
c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.
Dan apa yang di dalilkan oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi bahwa
anak Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat / Penggugat
Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX  XXXXXXKXXXKXX
XXHKXXXXXXXXK XXXXXXXXKKKK  XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX  bin  Friza
XXXXXXXXKKKK XXXKXXXXXXXK  XXXXXXXXXKKK - XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXKXKK
XXXXXXXXXXXX telah merasa nyaman di asuh oleh Tergugat / Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan
apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXKHXXKK XHXXXXHXXKKXK XXXXXXKXXXXKX XXXXXXXXXXXX  berada dibawah
asuhan bersama Penggugat /Tergugat Rekonvensi anak tersebut
menangis secara histeris ketakutan tidak mau tinggal bersama Penggugat
| Tergugat Rekonvensi dan seperti anak tersebut terbebankan secara
psikis adalah tidak benar sama sekali dan hanya membuat alasan —
alasan yang di buat —buat oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi. Perlu

Penggugat /Tergugat Rekonvensi sampai Fakta yang sebenarnya setiap
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kali orang tua Tergugat ( Kakek ) menjemput/membawah anak Penggugat
| Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi anak yang
bernama  XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXK  XKKXKXXXKKKXX  XXXXXXXXXXKX
XXXXXKXXKXKK  XXXKXXKXXKXX  XXXXXXXXXXXX  bin Friza  XXXXXXXXXXXX
XXXXXXKHXXXXK XXXKKHXXXKKK XHKHKHXXXXKKXXK XHXXXXKXXXXK XXXXXXXXXXKX i
rumah Penggugat/Tergugat Rekonvensi anak tersebut menangis dan
merengek — rengek tidak mau ikut, setelah dibujuk rayu baru mau ikut.
sudah jelas bahwa yang mengurus dan mengasuh anak tersebut yang
bernama  XXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXK  XXKXXXXKKXXX  XXXXXXXXXXKXK
XXXXXXKXXXXK XXXXXXXXKXXX  XXXXXXXXXXXX  bin - Friza XXXXXXXXXXXX
XHXXXXXKHXXXXK XXXXKHXXXXXKK XXXKHKHKIXXKKK XXXXXXXXKKKX XXXXXXXKKXXXX
diasuh oleh orangtua Tergugat / Penggugat Rekonvensi dan tidak di asuh
dan di urus oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut
masih ber usia = 3 tahun 7 bulan dan sudah jelas bahwa anak se usia £ 3
tahun 7 bulan peran seorang ibu sangat penting bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak yang usianya masih balita masih membutuhkan
kasih sayang ibu kandungnya. (P4/ Bukti video akan saya buktikan pada
saat pembuktian nanti)

Sudah jelas aturan yang mengatur alasan — alasan yang mungkin dapat
mengesampingkan Hak Asuh, sehingga Hakim memberikan Hak Asuh
Anak kepada ayah adalah sebagai berikut :

1. Ibu dari anak tersebut dalam keadaaan tidak normal (gila/
tidak waras)

2. Ibu dari anak tersebut sering mabuk — mabuk dan keluar
malam

3. Ibu dari anak tersebut positif memakai narkoba

4, Ibu dari anak tersebut mengidap penyakit yang

membahayakan apabila anak, serta
5. Ibu dari anak tersebut meninggalkan anak dengan jangka
waktu yang lama.
3. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi juga sependapat dengan
Tergugat/ Penggugat Rekonvensi apabila Hak Asuh Anak bernama

XXXXXXXKXXXHXKKHXXXXXKKXK XXKXXKXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX bin  Friza  XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX
XXXXHXXXKHXXXK XXXKXXXXXXKK XXXXXXXXXXKX XXXXXXXXXXXX  jatuh ke tangan
Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tidak
akan melarang atau membatasi apabila Tergugat/ Penggugat Rekonvensi
ingin bertemu dengan anak bernama  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXHXXXXX XXXXXXKKKKKX XXXXXXXXXKKK XXXKXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX  bin
Friza Jandheth.

4, Bahwa sesuai hal-hal yang diuraikan diatas maka dari jawaban
Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak atau setidak —
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian Replik yang dikemukakan di atas, dengan ini
Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut.

PRIMER
1. Menyatakan jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi ditolak

seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

3. Menceraikan  Penggugat  (XxxxxxxxxxxX)  dengan  Tergugat
(KXXXXXXXXXXX).

4, Menetapkan Hak Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat
bernama ERXXXRXKXXXXHXKXXXXXKXKKXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXK  XXXXXXXXXXKK  XXXXXXXXXXXX bin  Friza  XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXKK. XXXXXXXKXXKXK XXXKKXKXKKKK XXXKXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXX  umur
+ 3 tahun 7 bulan” kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz
(berumur 12 tahun).

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak
tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/ mandiri.

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil

— adilnya;
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Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya
dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor XXXXXXXXxxxx , atas

nama  XXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan Pemerintah

Kabupaten Lahat, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, tanggal

19 Desember 2023. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup

(bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang

dikeluarkan KUA Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,

tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1604-LU-02072020-0007,

atas nama  XXXOXXXXXXXXXXKXKXXXXXK XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXKKK

XXXXXXXXKXXK XXXXXXXXXXXXK  XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat,

tanggal 02 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih dari 1 (satu) tahun
yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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-Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau
diajak hidup mandiri pisah dari rumah orang tua Tergugat, selain itu
keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun
mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah
tangganya. Penggugat juga pernah melapor bahwa Tergugat pernah
melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai
sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan
Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan
sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah 1 (satu) tahun
terakhir ini telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh
dan dipelihara bersama-sama, dengan pembagian bergantian masing-
masing 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu lagi
bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan dapat
mengasuh serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan
baik;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena
Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

2. Xxxxxxxxxxxx , di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih daril (satu) tahun
yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak Penggugat
sedang hamil anaknya, selain itu orang tua Tergugat terlalu ikut campur
dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun
mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah
tangganya. Selain itu saksi juga pernah diperlihatkan oleh Penggugat
video Tergugat yang mengindikasikan Tergugat memiliki hubungan
dengan sesama jenis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai
sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan
Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan
sudah saling tidak memperdulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah 1 (satu) tahun
terakhir ini telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh
dan dipelihara bersama-sama, dengan pembagian bergantian masing-
masing 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu lagi
bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan dapat
mengasuh serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan
baik;
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- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena
Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah
diberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dengan pencabutan
gugatan mengenai nafkah anak;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan mengenai nafkah anak tersebut
Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tidak berkeberatan dengan gugatan Penggugat dan mencabut gugatan
rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan rekonvensi Penggugat
Rekonvensi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 08 Januari
2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi
unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Lahat dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan
isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak
berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa,
begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim Tunggal berpendapat,
bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai
dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA
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Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa
harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai
subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi
kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo
telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Indah Wulandari, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 16
Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat lebih
memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai
seorang istri dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat
memberikan arahan kepada Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan
rumah orangtua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan
mencabut gugatan mengenai nafkah anak dan Tergugat menyatakan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat menyatakan mencabut
gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat menyatakan tidak
keberatan;
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Menimbang, bahwa pencabutan gugatan mengenai nafkah anak oleh
Penggugat dan pencabutan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi
merupakan hak dari Penggugat atau Penggugat Rekonvensi sedangkan pihak
Tergugat atau Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan sehingga telah
sesuai berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX
dan XXXOxXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas
nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai
bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1
tersebut diduga bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 31 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 31 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
atas  nama  XXXXOOXXXOXKXXXXXXKK  XXXKXKXXXXXX  XXXXXXXXXXKX
XXXXXXXEXXXXK XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH

Perdata, membuktikan bahwa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXX — XXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXKXXK XXXXXXXKXKKXKK XXXKXXXXXXKXX XXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir 05 Juni
2020 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,
sehingga membuktikan bahwa:
1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
terakhir di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXX,  XXXXRKXXX  XKKKK,  XXXXXXXK  XXXXXXXX  XXXXXXX  sampai dengan
berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang selama
ini diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak 1 (satu) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar dan berselisin karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur
dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita
Penggugat;
5. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;
6. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai
dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak
berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
XXXXXXKRKXKKKKKRXRXKKKKKKXX  XXXKXXXXXXXK  XXXXXXXXXKKK  XXXXKKXKKXKXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, 05 Juni
2020;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah

orangtua Tergugat di XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX

XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX sampai dengan berpisah;

1. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena orang tua

Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;

2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang

lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak diasuh

secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan
batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun
karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga
seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang
mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
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kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik
menegaskan:
alll Liv Yliv yog alll o,lia Lo Yo ,l,e0 Vg 0 V
axle

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa
yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang
menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu as
Sunnah, Juz Il, halaman 249:
elos ars grloinui V Loy Lgs zo il Slus] az gl casol 1s)
le2llo, siin>g $er2ill (uold)l go callai Ol L) s & uianll

aisl aslle uolall

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka
hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan
pemegang kuasa asuh anak (hadhanah) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXHKHXKKXXXXK XXXXXXIXIXKKKK XXXXKXKXXXXX XXXXXXXXXXXX , lahir 05
Juni 2020 kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b).
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
XXXXXXRXXXKKKKKRKXKKKKKKKXK  XKXXKXXXXXXK  XXXXXXXKKRKK  XXXXXKXXKXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , laki-laki, lahir 05 Juni 2020 berusia di bawah 12
tahun, selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara
bergantian serta Penggugat sangat layak untuk mengasuhnya, oleh karenanya
Majelis Hakim sepakat tentang permohonan Penggugat untuk pemegang hak
hadhanah terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh (hadhanah) atas anaknya
yang bernama  XXXXXXXXOOKXXXXXXXXXK  XXXXXXXXXKKK  XXXXXXXXKXXX
XXXXXXKXXXXK  XXXXXXXXKXXXX  XXXXXXXXXXXX , lahir 05 Juni 2020 tersebut
dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban
Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan
anak dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk,
membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya, hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXxXxXXXXxXxxX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan anak yang bernama  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXKHKKKXXXXXK XXXXXXIXKKKKK XXXXXKKXXXXX XXXXXXXXXXXX , lahir

tanggal 05 Juni 2020 dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan

kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak

tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh Bakhtiar, S.H.l., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami,
S.H.l sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi
Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Drs. H. Pahmuddin, M. H. Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T :Rp
20.000,00
C. Redaksi 'Rp 10.000,00
2. Biaya proses : Rp 80.000,00
3. Panggilan :Rp 500.000,00
4. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).
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